BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA

Menimbang

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BADAN KREDIT KECAMATAN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan

Kredit Kecamatan Boyolali merupakan perusahaan milik
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah maka dalam
rangka mendukung struktur permodalan dan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta
meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten

Boyolali perlu melakukan penyertaan modal;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara
dan/atau BUMD;

c.bahwa..........



Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal daerah berkenaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42).;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6.Undang-Undang.........



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3842);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian wurusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

14 .Peraturan.............
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4516);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah............



10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.

Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Boyolali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Boyolali dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Boyolali.

Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat
dikeluarkan oleh PD BPR BKK sesuai dengan anggaran dasar.
Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah
dipenuhi oleh pemegang saham.

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda
penyertaan atau kepemilikan pemerintah provinsi dan Daerah
dalam PD BPR BKK.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi PD BPR BKK.

Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa
uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset
lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang
berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun
tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur, dan ditimbang.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha
dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama
dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah
oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD.



BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

kepastian hukum;
akuntabilitas;
kepastian nilai; dan

a0 o P

efisiensi.
Pasal 3

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk
memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase
saham Daerah.

Pasal 4
Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan

c. memenuhi modal dasar sesuai kewajiban pemerintah
daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5
(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK

sampai dengan akhir tahun 2020 direncanakan sebesar
Rp31.870.000.000,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus
tujuh puluh juta rupiah).

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor
kepada PD BPR BKK sampai dengan akhir tahun 2014 adalah
Rp6.870.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh
juta rupiah).

(3) Kekurangan kebutuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada PD BPR BKK sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima milyar rupiah) akan dipenuhi selama tahun 2015 - 2020
dengan rincian setiap tahun sebagai berikut:

a. Tahun 2015 sebesar Rp2.930.000.000,00 (dua milyar
Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

b.Tahun 2016..........
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b. Tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah);

c. Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah);

d. Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah);

e. Tahun 2019 sebesar Rp3.370.000.000,00 (tiga milyar tiga

ratus tujuh puluh juta rupiah); dan

f. Tahun 2020 sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh
ratus juta rupiah).

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemenuhan kekurangan kebutuhan penyertaan modal
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) akan dianggarkan setiap tahun melalui APBD tahun

anggaran berkenaan sampai dengan tahun anggaran 2020.

(2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari setoran tunai.

Pasal 7

Penganggaran setiap tahun kekurangan penyertaan modal
Pemerintah Daerah melalui APBD tahun anggaran berkenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan:

a. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
dan
b. presentasi kinerja PD BPR BKK.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

BAB V
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9
Pelaksanaan yang berhubungan dengan penyertaan modal
Pemerintah Daerah ke dalam PD BPR BKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilakukan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.kemampuan..........



BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian
deviden sesuai prosentase kepemilikan saham pada PD BPR
BKK.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PD
BPR BKK.

(3) PD BPR BKK berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau
penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

4) PD BPR BKK wajib melaporkan kemajuan perkembangan
y p y p g
perusahaan kepada Bupati dan DPRD sesuai ketentuan yang
berlaku.

(5) Pemerintah Daerah dan PD BPR BKK wajib melaksanakan
keputusan RUPS.
BAB VII
DEVIDEN
Pasal 11
(1) Pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 12

Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah
Daerah pada PD BPR BKK secara langsung merupakan
komponen pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK
yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah
Daerah.

(2) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama
PD BPR BKK penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap
berlaku dan tetap dianggap sah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 April 2015
BUPATI BOYOLALI,
ttd
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

ttd
SRI ARDININGSIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
NOMOR 4
Salinan Sesuai aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI
ttd
SUNARNO

Pembina Tingkat I
NIP. 19640806 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (5/2015)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN BOYOLALI

UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan
bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan
Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu
Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan
modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK merupakan
bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keuangan, peningkatan
dan pengembangan dunia usaha serta peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada PD BPR BKK
ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar
yang besarannya telah ditingkatkan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” yaitu penyertaan
modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum
dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “Asas akuntabilitas” yaitu setiap
kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan;

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Kepastian Nilai” yaitu penyertaan modal
pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan
jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dana serta penyusunan laporan keuangan
pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Efisiensi” yaitu penyertaan modal
pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal
digunakan sesuai batasan batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1) cukup jelas.
Ayat (2) cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memenuhi
kekurangan modal dasar Tahun 2015.

Huruf b
Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada
PD BKK Mojosongo Tahun 2016.

Huruf c
Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada
PD BKK Mojosongo Tahun 2017.

Huruf d
Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada
PD BKK Mojosongo Tahun 2018.

Huruf e
Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada
PD BKK Mojosongo Tahun 2019.

Huruf f

Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada
PD BKK Mojosongo Tahun 2020.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7.......
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Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Kemampuan Keuangan Daerah” adalah
formula perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi belanja
pegawai negeri sipil daerah. Pendapatan umum daerah diperoleh dari
pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi
umum. Belanja gaji pegawai negeri sipil daerah terdiri atas gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan
tunjangan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Presentasi Kinerja” adalah presentasi berupa
laporan yang disusun oleh direksi yang telah mendapatkan audit dari
kantor akuntan publik yang merupakan satu kesatuan dalam
laporan tahunan perusahaan atau sebutan lainnya.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11

Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan
banyaknya saham yang dimiliki.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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